
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI 

TANAH APABILA TERJADI WANPRESTASI DI KOTA 

PALEMBANG 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai salah satu syarat  

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  

Program Studi Ilmu Hukum 

 

Oleh : 

Muhammad Fachran Rama 

502020066P 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG 

FAKULTAS HUKUM 

2022 





https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k




DAFTAR ISI 

JUDUL………………………………………………………………………………………       i 

LEMBAR PERSETUUJUAN PEMBIMBING……………………………………………..      ii 

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI………………………………………………………...      iii 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI……………………………………...      iv 

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN…………………………………………….      v 

ABSTRAK…………………………………………………………………………………...     vi 

KATA PENGANTAR……………………………………………………………………….     vii 

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………     ix 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang……………………………………………………………………….     1 

B. Rumusan Masalah……………………………………………………………………     7 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan………………………………………………………….      7 

D. Definisi Konseptual………………………………………………………………….      7  

E. Metode Penelitian……………………………………………………………………      9 

F. Sistematika Penelitian……………………………………………………………….      13 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Jual Beli Tanah………………………………………………………….       14 

1. Syarat Sahnya Jual Beli Tanah Menurut KUHPerdata………………………….       22 

2. Proses dan Prosedur Jual Beli Tanah……………………………………………       26 

3. Batalnya Jual Beli Tanah………………………………………………………..       29 

4. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Jual Beli Tanah………………...       30 

B. Pengertian Wanprestasi……………………………………………………………..       32 

1. Faktor Penyebab Wanprestasi…………………………………………………..       36 

2. Akibat Hukum Wanprestasi…………………………………………………….       37 

C. Putusan………………………………………………………………………………      39 

1. Jenis-Jenis Putusan………………………………………………………………     45 

2. Sistematika Putusan……………………………………………………………...     47 



BAB III : PEMBAHASAN 

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Wanprestasi Dalam Jual Beli Tanah…………….      49 

B. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Apabila Terjadu Wanprestasi Di 

Salah Satu Pihak……………………………………………………………………      51 

BAB IV : PENUTUP 

A. Kesimpulan…………………………………………………………………………      76 

B. Saran………………………………………………………………………………..      77 

 

DAFTAR PUSTAKA 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Tanah sebagai sarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia akan 

pangan dan papan, serta merupakan sumber daya alam yang rentan 

diperebutkan oleh berbagai pihak. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, 

manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat 

karena manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Tanah merupakan harta 

yang sangat bernilai dimana setiap tahunnya selalu memiliki nilai jual yang 

tidak pernah surut. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam setiap 

kehidupan dan kegiatan usaha manusia. Banyak konflik yang bersumber pada 

perbedaan kepentingan, nilai, data dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi 

dan meningkatnya nilai ekonomis tanah mengakibatkan semakin tajamnya 

kesenjangan sosial antara mereka yang mempunyai akses yang 

memungkinkan penguasaan tanah bangunan yang melampaui batas kewajaran 

dihadapkan dengan mereka yang paling membutuhkan tanah, namun berada 

dalam posisi yang tersudut.
1
 

        Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus 

memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai 

social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan 

masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan capital asset tanah 

merupakan faktor modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda 

                                                 
1 Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, 

Kompas, Jakarta, 2005, hlm 11 
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ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan objek 

spekulasi. Tidak mustahil jika apabila hal ini dibiarkan berlangsung akan 

dapat menjadi pemicu berbagai konflik/sengketa di bidang pertanahan. 

Di satu sisi, tanah harus digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana 

mestinya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta dijaga 

kelestariannya. Terhadap permasalahan pertanahan yang mucul dari keadaan 

belum terciptanya kepastian hukum maka yang terjadi adalah benturan 

kepentingan antara para pihak pengguna atau penguasa yang merasa berhak 

atas bidang tanah seringkali diikuti kepentingan lain di luar ketentuan hukum, 

seperti kepentingan politik dan kepentingan lainnya demi mengejar keamanan 

sesaat di atas tanah tersebut. Sebenarnya bukan tanah yang bermasalah tetapi 

orang yang di atas tanah yang menciptkan masalah terhadap tanah tersebut, 

sehingga untuk penanganannya bukan terhadap tanah tetapi lebih kepada 

orangnya.  

Ketersediaan tanah yang terbatas jumlahnya tidak seimbang dengan 

kebutuhan manusia. Inilah yang memicu konflik pertanahan. Di Indonesia, 

sengketa jual beli tanah yang ada diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan 

Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dari sekian banyaknya kasus yang 

masuk ke badan peradilan tersebut, banyak yang diselesaikan dengan hasil 

yang kurang memuaskan, sehingga berkembanglah pandangan masyarakat 

bahwa badan peradilan tidak optimal dalam meyelesaikan sengketa 

pertanahan. Akibatnya, rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan 
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masyarakat tersebut tidak terpenuhi, bahkan yang ada hanyalah persoalan baru 

yang dampaknya justru memperburuk kondisi yang ada.  

Kehidupan sehari-hari etika bisnis tidak lepas dari yang namanya 

perjanjian. Ditinjau dari segi hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

(selanjutnya disebut KUHPerdata) suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau 

lebih. Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihak yang 

mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang 

dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu perlunya ada kesepakatan 

para pihak, kecakapan bertindak dari para pihak, adanya obyek tertentu, dan 

mempunyai kuasa yang halal.
2
 

Jika suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu 

prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Adapun yang dimaksud 

wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah 

ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik 

perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul 

karena undang-undang.
3
 

Perjanjian jual beli menurut KUHPerdata menganut sistem obligatoir, 

yang berarti bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban 

bertimbal balik antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli pada saat terjadi 

kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka kepada penjual 

                                                 
2 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Gajah 

Mada Universitas Press, 2010, hlm 7. 
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, 

hlm. 20 
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diletakkan kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang 

dijualnya, sekaligus memberikan hak untuk menuntut pembayaran harga yang 

telah disepakati dan dilain pihak meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk 

membayar harga barang sebagai imbalan haknya dan untuk menuntut 

penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dengan kata lain, perjanjian 

jual beli menurut KUHPerdata belum memindahkan hak milik atas barang, 

hak milik atas barang berpindah pada saat setelah dilakukannya penyerahan 

atau levering yang merupakan perbuatan yuridis guna memindahkan hak 

milik.
4
 

Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak 

sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah 

bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang 

keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah 

ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh 

penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku. 

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sangatlah 

penting, karena keberhasilan suatu penegakan hukum sangat tergantung pada 

komponen sistem hukum itu sendiri.
5
 Putusan hakim diyakini mengandung 

keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga harus 

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Pengambilan 

                                                 
4 Riry Elizabeth Hutabarat, Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Lex 

Jurnalica Volume 12 Nomor 1, April 2015, halaman 36 
5 https://repository.ung.ac.id/pertimbangan-hakim -terhadap-suatu-putusan di akses pada 

tanggal 18 april 2022 
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keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan 

diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang 

diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, 

pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Data yang 

sudah diberikan atau diajukan kepada hakim haruslah data yang sudah 

benar/valid, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa 

tanggungjawab, keadilan, kebijaksnaan, profesionalisme dan bersifat objektif. 

Hakim memegang peranan penting dari awal sampai akhir pemeriksaan 

di pengadilan. Berdasarkan Pasal 119 HIR dan 143 RBg, Hakim berwenang 

untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang mengajukan gugatannya ke 

pengadilan dengan maksud agar sengketa tersebut menjadi jelas duduk 

sengketanya dan memudahkan hakim dalam memeriksa sengketa tersebut. 

Dalam pemeriksaan sengketa, hakim harus bersikap bebas dan tidak memihak 

siapapun yang artinya hakim tidak boleh mendukung pihak-pihak yang 

bersengketa. Didalam persidangan, hakim juga harus mendengar keterangan 

dari kedua belah pihak dengan pembuktian masing-masing sehingga hakim 

dapat menemukan kebenaran yang sesungguhnya. 

Pertimbangan hakim sangat dibutuhkan dalam menjatuhkan sebuah 

putusan yang diharapkan dapat menjadi solusi atas sebuah sengketa antara 

para pihak yang bersangkutan. Putusan Hakim diyakini mengandung keadilan 

(ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga 

harus mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Untuk 

tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan dalam 
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kepentingan privat perolehan hak atas tanah yang masih dikuasai oleh negara 

timbulnya suatu konflik satu-satunya diuji kebenarannya di peradilan 

sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 3 Tahun 

2009, serta peraturan-peraturan lainnya.
6
 Untuk mengatasi dan mengurangi 

masalah-masalah pertanahan dilakukan tindakan-tindakan antara lain: tidak 

melakukan perusakan atas tanah, dalam arti melakukan perbuatan yang dapat 

menimbulkan kerusakan tanah, yakni menurunnya kualitas tanah sehingga 

mengganggu peruntukan tanah tersebut, tidak menelantarkan tanah dalam arti 

tanah terus digarap guna memelihara kesuburan tanah tersebut, tidak 

melakukan pemerasan atau pendayagunaan (eksploitasi) tanah yang melebihi 

batas sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak lain yang juga 

membutuhkan area atas tanah tersebut, tidak menjadikan tanah sebagai alat 

pemerasan terhadap orang lain (exploitation des I’homme). 

Dalam uraian latar belakang di atas, hal tersebut menarik untuk dikaji 

oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini 

dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS 

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH APABILA 

TERJADI WANPRESTASI DI KOTA PALEMBANG”. 

 

                                                 
6 Jurnal Paulus E. Lotulung, Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa 

Keadilan, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, dikutip pada tanggal, 08-082018 
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B. Rumusan Masalah 

Berdsasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapatlah 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pertimbangan hukum atas sengketa jual beli tanah karena 

terjadinya wanprestasi  

2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa jual beli tanah akibat dari 

wanprestasi 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

       Ruang lingkup dalam penelitian ini mengenai permasalahan sengketa jual 

beli tanah  di kota Palembang yang mengakibatkan adanya konflik antar pihak 

yang memiliki tanah tersebut. 

       Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Untuk mengetahui titik permasalahan yang terjadi akibat sengketa jual beli 

tanah 

2. Untuk mengetahui hak setiap para pihak yang merasa dirugikan akibat 

sengketa tersebut 

 

D. Definisi Konseptual  

       Definisi Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan 

antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep 

merupakan salah satu unsur yang konkrit dari teori. Namun demikian, masih 

diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan 

definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari 
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peraturan Perundang-Undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan 

untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil 

akan lebih terfokus. 

  Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini 

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah 

yang terkait dengan permasalahan ini, antara lain : 

 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya. 

 Yuridis adalah tinjauan menurut hukum atau secara hukum terhadap suatu 

permasalahan. 

Jadi analisis yuridis adalah suatu analisa yang menduduki gradasi yang 

lebih tinggi dari pada tinjauan yuridis, karena analisis yuridis tidak hanya 

bersumber dari data sekunder, tetapi juga memperoleh informasi yang 

bersumber dari para inntelektual. 

 Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam 

berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan) 

 Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, 

pertengkaran dan pembantahan. 

 Jual beli tanah dalam hukum adat dan Pasal 5 UUPA mempunyai 

pengertian yang sama, yaitu suatu pemindahan hak atas tanah yang 

bersifat terang dan tunai, terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut 

harus dilakukan di hadapan kepala adat yang berperan sebagai pejabat 

yang menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak 
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tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai 

maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran harganya 

dilakukan secara serentak. 

 Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau 

ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak 

melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan 

sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang antara 

Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut 

sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum 

dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan (Law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah 

atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa 

yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat 

dikonsepkan sebagai apa yang ada dalam tindakan (Law in action). Law in 

book adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya 

seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum 

dalam kehidupan masyarakat.  
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2. Pendekatan Penelitian 

       Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian 

skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan 

(Statuta Approch) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approch). 

3. Sumber Data  

Data sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya 

adalah: 

1. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek). 

2. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) 

3. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok 

Agraria. 

4. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. 

5. Undang-Undang No. 14 tahun 1985, Perubahan Pertama Undang-

Undang No. 5 tahun 2004, Perubahan kedua Undang-Undang No.3 

tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 

6. Jurisprudensi (Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap) 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya 

berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer seperti buku-buku 

hukum perdata mengenai perbuatan melawan hukum, buku tentang 

pendaftaran tanah, buku tentang teknik dan strategi penyelesaian 

sengketa tanah, buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet dan 

pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Merupakan Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Data penjelas daripendapat orang 

tertentu tentang isi dari data sekunder dalam penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini adalah field research, maka data penelitian ini diperoleh 

dengan berbagai cara, yaitu : 

1. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala yang diteliti. 

2. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen. 

5. Metode Analisis Data  

Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik 

pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 

mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
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konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk 

yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis 

data tidak hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun 

dilakukan secara terus-menerus selama peneltian berlangsung. Hal ini 

disertai dengan identifikasi dan pemilaan terkait data yang dianggap 

penting dan berhubungan dengan fokus penelitian.
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F. Sistematika Penelitian 

Rencana penulis skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :  

BAB I  : Pendahuluan, 

Yang menguraikan tentang latar belakang, tujuan 

penelitian, definisi konseptual, rumusan masalah, metode 

penelitian serta sistematika penelitian 

BAB II  : Tinjauan Pustaka,  

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat 

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas 

BAB III : Hasil dan Pembahasan,  

Yang berisikan tentang penyelesaian sengketa pertanahan 

akibat perbuatan melawan hukum terhadap para pihak 

BAB IV : Penutup, 

 Bab ini penulis menarik kesimpulan yang dijabarkan pada 

skripsi ini, serta memberikan saran 
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